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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 

2.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

3.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

4.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

5.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5149); 

7.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 

8.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 
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Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); 

9.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236); 

10.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan 

Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 440); 

11.  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar 

Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan 

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum; 

12.  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia  Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum; 

13.  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto 

Nomor : 21/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020 

tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan 

dan Pelayanan Informasi Publik pada Komisi 

Pemilihan Umum Kota Mojokerto; 

 

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Internal Penyusunan dan Evaluasi Standar 

Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto 

Tahun 2022 tanggal 16 Juni 2022; 

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota 

Mojokerto Nomor : 109/PK.01-BA/3576/2022 tanggal 

20 Juni 2022. 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO 

 

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO 

NOMOR 31 TAHUN 2022 

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KOTA MOJOKERTO NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-

Kot/XII/2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA 
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO 
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KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO 
SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN 
PEMILU, PARTISIPASI DAN  HUBUNGAN 
MASYARAKAT  

Nomor SOP  3/ORT.06/3576/KPU-Kot/XII/2020 

Tgl Pembuatan 30 Desember 2020  

Tgl Revisi 30 Juni 2022 

Tgl Pengesahan   30 Juni 2022 

Disahkan oleh Ketua KPU Kota Mojokerto 

Nama SOP PENGELOLAAN DAN PELAYANAN 
INFORMASI PUBLIK 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana Jumlah Pelaksana 

1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik, sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016; 

2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

3. UU No. 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik; 

4. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum; 

5. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur Administrasi Pemerintahan; 

6. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 
tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan 
Informasi      Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan 
Umum 
 

• Memiliki kemampuan administrasi dan 
pelayanan informasi 

• Mampu menangani pemohon dengan aktif 

• Mengetahui informasi kepemiluan dan 
kelembagaan 

Minimal 2 orang 

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 

SOP Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi. Ruang pelayanan informasi, komputer, meja, kursi, rak, 
informasi, printer. 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan. 1. Pencatatan dalam matriks kegiatan & penugasan. 

2. Laporan Tahunan. 
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